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ABSTRACT

The issue of child marriage remains a serious problem in Indonesia. Child marriage can be detrimental
to the country as it hurts education, the economy, and health. As a result, the number of people of productive
age is not accompanied by quality human resources. Many factors can influence child marriage. This study
aims to identify and analyse the factors that cause child marriage in Indonesia. The method used was a
literature review, conducted by searching for studies on child marriage in Indonesia across scientific databases
such as Google Scholar, ResearchGate, and other journal search portals. The publication period was 2016-
2024, using the keywords ‘child marriage’, ‘early marriage’, ‘causative factors’, and ‘Indonesia’. The analysis
used is thematic analysis to answer the purpose of writing. Based on the results of the literature review, it can
be concluded that child marriage in Indonesia is a phenomenon caused by a combination of various social,
economic, cultural, and legal factors. Economic factors such as poverty and income disparity encourage families
to marry off their children as a solution to financial pressures. Low levels of education, both among children
and parents, exacerbate this situation due to a lack of understanding about the risks and impacts of early
marriage. In addition, strong traditional social and cultural values contribute to the persistence of this practice.
Gender inequality means that girls are often seen as an economic burden that must be transferred through
marriage. On the other hand, premarital sex and pregnancy outside of marriage are also factors that are often
used to legitimise early marriage. Policy implementation has not been optimal. Many regions still grant
marriage dispensations. Comprehensive cross-sectoral efforts are needed to reduce the rate of child marriage in
Indonesia.
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ABSTRAK

Isu perkawinan anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Perkawinan anak dapat
merugikan negara karena berdampak negatif terhadap pendidikan, ekonomi dan kesehatan.
Sehingga jumlah penduduk usia produktif tidak diiringi dengan kualitas sumber daya manusia.
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perkawinan anak. Kajian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab perkawinan anak di Indonesia . Metode
yang digunakan adalah kajian literatur dengan menelusuri berbagai penelitian tentang perkawinan
anak di Indonesia melalui sumber-sumber dari basis data ilmiah seperti Google Scholar,
ResearchGate, dan Portal pencari jurbal lainnya. Dengan masa publikasi pada periode 2016-2024
dengan menggunakan kata kunci “perkawinan anak”, “pernikahan dini”, “faktor penyebab”, dan
“Indonesia”. Analisis yang digunakan adalah analisis tematik untuk menjawab tujuan penulisan.
Berdasarkan hasil kajian literatur dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak di Indonesia
merupakan fenomena yang disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya,
dan hukum. Faktor ekonomi seperti kemiskinan dan disparitas pendapatan mendorong keluarga
menikahkan anak sebagai solusi atas tekanan finansial. Rendahnya tingkat pendidikan, baik pada
anak maupun orang tua, memperburuk kondisi tersebut karena minimnya pemahaman tentang
risiko dan dampak perkawinan dini. Selain itu, nilai sosial dan budaya tradisional yang masih kuat
turut mempertahankan praktik ini. Ketidaksetaraan gender menjadikan anak perempuan sering
dianggap sebagai beban ekonomi yang harus dialihkan melalui pernikahan. Pada sisi lain, perilaku
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seks pranikah dan kehamilan di luar nikah juga menjadi faktor pemicu yang sering dijadikan alasan
untuk melegitimasi perkawinan dini. Implementasi kebijakan belum optimal. Banyak daerah masih
memberikan dispensasi nikah. Perlu upaya komprehensif lintas sektor untuk menekan angka
perkawinan anak di Indonesia.

Kata Kunci: : Perkawinan Anak, Penyebab Perkawinan Anak, Faktor Penyebab Perkawinan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan batasan umur untuk
melangsungkan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.
Undang-Undang ini merupakan perbaikan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 yang menyatakan bahwa batas minimal umur perkawinan bagi perempuan
adalah 16 tahun. Umur 19 tahun dinilai telah matang jiwa raga seorang perempuan
untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, perubahan batasan umur ini antara
lain dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik tanpa
berakhir perceraian serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas (BPS,
2024).

Meskipun laporan dari kementerian agama menunjukkan bahwa jumlah
pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun turun dari 8.804 pasangan pada
tahun 2022, menjadi 5.489 pasangan pada 2023, dan kemudian menjadi 4.150
pasangan pada tahun 2024 (Kemenag, 2025). Namun data dari Badan Pusat Statistik
(BPS) dalam Statistik Pemuda Indonesia 2024, mengungkapkan sebanyak 21,49%
menikah di bawah sama dengan 18 tahun atau perkawinan anak. Sebesar 18,55%
pemuda memiliki usia kawin pertama pada kelompok umur 16-18 tahun dan 2,39
persen yang usia kawin pertamanya di umur kurang dari 16 tahun (BPS, 2024). Hal
ini menunjukkan perkawinan anak di Indonesia masih menjadi masalah yang
membutuhkan perhatian

Isu pernikahan dini telah menjadi perhatian bagi kalangan negara
berkembang, terkhususnya Indonesia, hal ini dikarenakan menjadi penentu untuk
menetapkan kebijakan dan program pelaksanaan negara. Pernikahan dini sendiri
banyak menimbulkan resiko yang nantinya dapat merugikan negara. Banyak faktor
yang dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini (Indawati et al., 2024).

Perkawinan anak adalah pernikahan formal atau informal anak di bawah 18
tahun, dengan fokus pada anak perempuan yang terpengaruh secara tidak
proporsional. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, yang menyebabkan
peningkatan risiko kekerasan, eksploitasi, dan masalah komplikasi kesehatan bagi
pengantin muda. Praktik ini melibatkan satu atau kedua pasangan berusia di
bawah 18 tahun, seringkali tanpa persetujuan penuh atau pemahaman mereka
tentang konsekuensinya (Antarsih et al., 2022; Judiasih et al., 2019; Nofitri et al.,
2023).

Undang-undang telah direvisi untuk menaikkan usia minimum untuk
menikah menjadi 19 tahun untuk kedua jenis kelamin, yang bertujuan untuk



memerangi praktik berbahaya ini (Karyati & Lestari, 2019). Praktik ini sering dipicu
oleh faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman akan berdampak negatif pada
pernikahan dini, konflik dengan hukum yang mengatur usia perkawinan minimal,
serta kurangnya dukungan orang tua terhadap pendidikan anak, (Hamdi et al,,
2022).

Dampak perkawinan anak berkaitan dengan rendahnya pendidikan ibu
usia anak karena tidak dapat melanjutkan pendidikan sehingga ibu mempunyai
pengetahuan yang rendah. Padahal pengetahuan ibu berimplikasi pada kesehatan
anak antara lain stunting. Termasuk pengetahuan dalam mendidik dan pola asuh
yang dapat menyebabkan stunting (Awaliah et al., 2024). Hal ini menyebabkan
anak-anak yang lahir dari pernikahan usia anak akan mempunyai status kesehatan
yang rendah. Perkawinan anak tidak hanya menghambat pendidikan dan
kesehatan tetapi juga menyebabkan berbagai pelanggaran hak, menekankan
perlunya langkah-langkah pencegahan dan perlindungan untuk menjaga
kesejahteraan dan hak anak-anak.

Perkawinan anak biasanya terjadi karena berbagai faktor yang saling
berkaitan, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, ketimpangan gender,
nilai sosial budaya, serta lemahnya penegakan regulasi. Pada beberapa daerah,
perkawinan anak dianggap sebagai solusi untuk mengatasi tekanan ekonomi
keluarga atau menjaga kehormatan sosial. Sementara di wilayah lain, praktik ini
didorong oleh norma budaya dan tradisi yang diwariskan turun-temurun, di mana
menikah muda masih dianggap wajar dan terhormat (BPS, 2016). Berdasarkan latar
belakang tersebut, kajian literatur ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan
menganalisis berbagai faktor penyebab perkawinan anak di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur (literature review)
untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor penyebab perkawinan
anak di Indonesia berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Proses pengumpulan data
dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap artikel ilmiah, baik dari jurnal
nasional maupun internasional di indonesia yang terbit dalam kurun waktu 2016
hingga 2024. Sumber data diperoleh melalui basis data daring seperti Google Scholar,
ResearchGate, dan portal pencari jurnal lainnya dengan menggunakan kata kunci
“perkawinan anak”, “pernikahan dini”, “faktor penyebab”, dan “Indonesia”.

Kriteria inklusi dalam kajian ini yaitu berfokus pada penyebab atau
determinan perkawinan anak di Indonesia, menggunakan pendekatan kuantitatif,
kualitatif, atau campuran. Selain itu memuat lokasi dan konteks sosial budaya yang
jelas serta publikasi terbit dalam periode yang relevan dengan kondisi kebijakan
terkini.

Tahapan analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama melakukan
identifikasi dengan  pemilihan literatur berdasarkan relevansi. Kemudian



melakukan klasifikasi pengelompokan hasil penelitian berdasarkan kategori faktor
penyebab, seperti ekonomi, pendidikan, sosial budaya, gender, perilaku seksual, dan
regulasi. Selanjutnya melakukan sintesis tematik yaitu penyusunan temuan
berdasarkan tujuan penelitian. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk
deskriptif dan naratif dengan dukungan tabel ringkasan penelitian terdahulu.
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun kesimpulan yang integratif
mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di Indonesia

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelusuran tentang faktor
penyebab perkawinan anak di indonesia, maka untuk mengetahui lebih lanjut
mengenai faktor penyebab perkawinan anak di Indonesia, akan diuraikan sebagai
dalam tabel berikut ini

Tabel 1. Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Indonesia

No | Penulis Metode Lokasi Penelitian Temuan
dan Tahun
1. | Asrulet Kuantitatif Desa Sei Buluh Orang tua
al., 2021 Kecamatan Sei menganggap bahwa
Bamban anak perempuan
Kabupaten merupakan beban
Serdang ekonomi dalam
Bedagai, keluarga maka
Sumatera Utara perkawinan anak
menjadi pilihan
2. | Arifinet Kualitatif Kabupaten Jepara, (Budaya lokal yang
al., 2020 Jawa Tengah dipengaruhi oleh

sistem sosial dan
tradisi pernikahan
muda yang
diwariskan dalam

keluarga.
3. | Asokawati | Kualitatif Desa Bodas Penyebab
& Kecamatan perkawinan anak di
Romdani, Kandang Serang Desa Bodas
2022 Pekalongan, Jawa  |kecamatan Kandang
Tengah Serang, Pekalongan

adalah kurangnya




peran orang tua bagi
dan rendahnya
pendidikan orang tua

Bawono, Kualitatif Kabupaten Pernikahan dini di
2023 Sumenep, Madura tidak
Bangkalan, terlepas dari tradisi
Pamekasan perjodohan.
Hasanah et | Kuantitatif Provinsi Banten Hasil analisis data
al., 2021 sekunder SKAP
BKKBN Provinsi
Banten bahwa faktor
pendidikan sangat
berpengaruh pada
pernikahan dini.
Hikmah & | Kualitatif Komunitas Petani  |Faktor penyebab
Nurdin, desa Cikancung pernikahan dini di
2018 Kabupaten kalangan komunitas
Bandung, Jawa petani ada 6 faktor
Barat yaitu, pendidikan,
biologis, hamil
sebelum menikah,
kurangnya
pemahaman agama,
faktor ekonomi dan
faktor adat Istiadat
dan budaya.
Latifiani, Kualitatif Kecamatan Perkawinan anak di
2019 Munding kecamatan Munding
Kabupaten kabupaten Semarang
Semarang, Jawa terjadi karena faktor
Tengah pendidikan, budaya
lokal, faktor ekonomi
keluarga anak dan
faktor sosial atau
lingkungan anak
Masruroh | Kualitatif SMP di Kecamatan [Hasil penelitian di
etal., 2021 Ponjong dan Playen [SMP Kecamatan
Kabupaten Gunung |Ponjong dan Plajen
Kidul, DIY Kabupaten Gunung




Kidul menemukan
bahwa remaja yang
mengalami kejadian
pernikahan usia dini
sebagian besar
disebabkan oleh
kehamilan di luar
nikah.

10. | Muharry | Kuantitatif Kabupaten Perkawinan dini di
etal., 2018 Indramayu, Jawa Kabupaten
Barat Indramayu
disebabkan oleh
pendidikan ayah
yang relatif rendah
dan didukung oleh
status ekonomi
keluarga yang buruk.
11. | Muhith et | Kualitatif Desa Dandung Perkawinan anak
al., 2018 Kabupaten yang terjadi akibat
Sumenep, Jawa faktor ekonomi,
Timur faktor pendidikan,
orang tua dan faktor
adat istiadat.
12. | Sahapati et | Kuantitatif Desa Marga Mulya |Penyebab
al., 2024 Kecamatan Kikim Perkawinan anak
Kabupaten Lahat, |yaitu faktor
Sumatera Selatan pengetahuan,
dukungan keluarga
dan budaya lokal
13. | Setyanto et | Kualitatif Komunitas Islam di |Fenomena
al., 2024 salah satu dusun pernikahan dini

bagian timur Jawa
Timur

terjadi karena
kombinasi faktor-
faktor Pendidikan
yang tidak
terjangkau,
kesejahteraan
komunitas yang
rendah, Interaksi




remaja yang
difasilitasi oleh media
sosial dan faktor
agama

14.

Sojais et
al., 2023

Kuantitatif

Provinsi Bengkulu
dengan 9
Kabupaten/kota

Norma budaya,
kondisi ekonomi, dan
sistem dukungan
sosial memainkan
peran penting dalam
prevalensi
pernikahan dini di
Provinsi Bengkulu

15.

Al’Ghani
etal., 2024

Kualitatif

Pulau Bawean,
Kabupaten Gresik,
Jawa Timur

Perkawinan anak
yang terjadi pada
anak perempuan
berusia 15-16 tahun
sebagai perjodohan.
Alasan lain adalah
untuk menghindari
sanksi sosial, seks
bebas dan kehamilan
di luar nikah. Faktor
lainnya adalah
sebagai solusi
ekonomis bagi orang
tua untuk
mengalihkan
tanggung jawab.

16.

Wahyunin
gtyas &
Nugroho,
2023

Kualitatif

Kabupaten Jepara,
Jawa Tengah

Penyebab
perkawinan anak
dipengaruhi oleh
beberapa faktor,
antara lain
pendidikan yang
rendah, adat istiadat
atau budaya
banyaknya teman

yang sudah menikah




di usia dini, dan
faktor ekonomi

17. | Widayati | Riset Partisipasi | Desa Bulusari, Faktor penyebab
etal., 2021 Kecamatan pernikahan di bawah
Bulukamba, umur atau perkawinan
Kabupaten Brebes, |anak, yaitu adalah
Jawa Tengah karena kehamilan di
luar nikah, faktor
ekonomi, dan faktor
budaya
18. | Umasih et | Kualitatif Kecamatan Faktor penyebab
al., 2021 Tanjungsiang, terjadinya perilaku
Kabupaten pernikahan dini di
Subang, Jawa yaitu faktor agama,
Barat faktor sosial, faktor
pendidikan, faktor
ekonomi, faktor
pemahaman diri,
faktor keluarga, dan
faktor tradisional
bahwa Tradisi
perilaku pernikahan
dini telah
berlangsung sejak
zaman kuno.
19. | (Hejazziey, | Kuantitatif Kecamatan Pernikahan yang
2016) Ciputat Timur, terjadi di kalangan
Tangerang remaja di kecamatan
Selatan Ciputat Timur

merupakan salah satu
perkembangan
pergaulan bebas
dengan teman
sebayanya. Pergaulan
bebas ini terjadi
karena kurangnya
pemahaman dan
pengetahuan remaja
terhadap pergaulan




bebas dan kurangnya
pemahaman tentang
nilai agama.

70. | Widiyawat | Kuantitatif Kecamatan Tingkat pendidikan
ietal, Trowulan, dan perilaku seks
2017 Kabupaten sebelum nikah di
Mojokerto kecamatan trowulan
kabupaten Mojokerto

memicu terjadinya

perkawinan anak

Perkawinan anak di Indonesia terutama didorong oleh faktor-faktor seperti
normagender yang tidak setara, kemiskinan, kurangnya akses ke pendidikan, dan
sikap tradisionaltentang peran gender (Meilani et al., 2023). Selain itu, celah dalam
peraturan dan faktor budaya berkontribusi pada prevalensi pernikahan anak
(Bakker et al., 2018). Daerah-daerah seperti Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat
(khususnya Bima), danKecamatan Woha sangat terpengaruh oleh tingginya tingkat
pernikahan anak (Hendrarso et al., 2023; Kurniadi et al., 2023). Daerah-daerah ini
menghadapi tantangan karena tekanan ekonomi, praktik budaya, dan pemahaman
orang tua yang rendah, yang mengarahpada pernikahan dini sebagai solusi yang
dirasakan untuk masalah sosial dan ekonomi.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa kombinasi dari faktor ekonomi,
pendidikan, budaya, dan tekanan sosial berinteraksi untuk menciptakan kondisi di
mana perkawinan anak lebih mungkin terjadi di Indonesia. Pembuatan kebijakan
dan intervensi yang efektif memerlukan pendekatan multi-faktorial yang
mengatasi semua aspek ini. Upaya pencegahan juga bisa fokus pada
mempromosikan pendidikan, kesetaraan gender, dan harmonisasi hukum untuk
melindungi hak dan kesejahteraan anak. Sehingga jelas bahwa pernikahan dini
adalah masalah multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi,
sosial, pendidikan, dan budaya.

Secara umum, perkawinan anak di Indonesia terutama didorong oleh
faktor-faktor seperti normagender yang tidak setara, kemiskinan, kurangnya akses
ke pendidikan, dan sikap tradisionaltentang peran gender (Meilani et al., 2023).
Selain itu, celah dalam peraturan dan faktor budaya berkontribusi pada prevalensi
pernikahan anak (Bakker et al., 2018; Tan, 2022)

Berdasarkan hasil literatur review, berikut ini beberapa faktor penyebab
perkawinan anak.

A. Kemiskinan dan Disparitas Ekonomi
Masalah ekonomi keluarga menjadi faktor berikutnya yang menjadi pemicu

pernikahan dini, seperti yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Salah



satunya menurut Muhith et.al (2018) yang mengungkapkan bahwa Perkawinan
anak yang terjadi di desa Dandung Kabupaten Sumenep akibat faktor ekonomi,
faktor pendidikan, orang tua dan faktor adat istiadat (Muhith et al., 2018).
Beberapa hasil literatur review menunjukkan bahwa kemiskinan dan disparitas
ekonomi menjadi penyebab perkawinan anak (Latifiani, 2019; Muharry et al., 2018;
Umasih et al., 2021).

Sulitnya ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, membuat
orang tua mendorong anaknya, khususnya anak perempuan untuk segera menikah
dengan maksud untuk membantu perekonomian keluarga. Analisis Survei
Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2017 menunjukkan adanya hubungan yang
signifikan antara status sosioekonomi dengan pernikahan dini pada perempuan 19
- 24 tahun di perdesaan Indonesia. Perempuan paling miskin memiliki
kemungkinan lebih tinggi 2,23 kali untuk mengalami pernikahan dini
dibandingkan perempuan paling kaya, sementara itu perempuan miskin memiliki
kemungkinan lebih tinggi 1,68 kali mengalami pernikahan dini dibandingkan
perempuan paling kaya (Wulandari & Laksono, 2020).

B. Rendahnya Tingkat Pendidikan
Pernikahan dini di Indonesia masih menjadi persoalan serius dan salah satu

faktor penyebabnya adalah rendahnya tingkat pendidikan (Mardi et al., 2018; Pane,
2024). Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas di berbagai wilayah di
Indonesia seringkali menyebabkan generasi muda, ataupun orang tua yang
mendorong, tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang dampak negatif
pernikahan dini (Amanda et al., 2023; Raya et al., 2022; Supriandi et al., 2022). Salah
satu yang berpengaruh adalah pendidikan ayah. Menurut Muharry, et. Al (2018)
Perkawinan dini di Kabupaten Indramayu disebabkan oleh pendidikan ayah yang
relatif rendah dan didukung oleh status ekonomi keluarga yang buruk. Penyebab
perkawinan anak di Desa Bodas kecamatan Kandang Serang, Pekalongan adalah
kurangnya peran orang tua bagi dan rendahnya pendidikan orang tua

Selain itu, sikap peran gender dipengaruhi oleh rendahnya tingkat
pendidikan. Anak perempuan yang berpendidikan rendah sering kali dianggap
lebih baik menikah lagi dan menjalankan peran tradisional mereka sebagai istri dan
ibu daripada melanjutkan studi (Bangura & Mambo, 2023; Dahal et al., 2023).
Stereotip ini diperkuat oleh kurangnya pengetahuan tentang pentingnya
pendidikan untuk memberdayakan perempuan dan meningkatkan peluang
mereka untuk bertahan hidup secara keseluruhan. Akibatnya, banyak keluarga
memilih perkawinan anak untuk keluar dari kemiskinan atau ketidakmampuan
untuk menawarkan pendidikan berkualitas yang lebih baik bagi anak-anak mereka.

Rendahnya pendidikan juga berpengaruh terhadap masyarakat tentang
hukum serta ketentuan yang berlaku. Hukum disini yang berkaitan tentang
perlindungan anak, hak-hak anak di Indonesia dan juga hukum yang mengatur



usia pernikahan (Raya et al., 2022). Meski Indonesia telah menerapkan undang-
undang tersebut namun dalam praktiknya tidak jarang sekali tidak konsisten di
lapangan. Hal ini lebih banyak terjadi di daerah yang tingkat kesadaran hukumnya
masih rendah. Terlihat dari banyaknya kasus dispensasi usia nikah di Indonesia
(Judiasih et al., 2020; Mugqaffi. Ahmad et al., 2021).

C. Nilai Sosial Budaya
Faktor nilai sosial budaya termasuk agama dalam temuan literatur review

sebagai salah satu faktor terjadinya perkawinan anak. Budaya lokal yang
dipengaruhi oleh sistem sosial dan tradisi pernikahan muda di kabupaten Jepara
yang diwariskan dalam keluarga (Asrul et al., 2021). Hal ini terjadi karena adanya
konstruksi sosial yang membentuk masyarakat atau lingkungan di sekitar remaja
atau keluarganya melihat faktor-faktor tersebut. Beberapa hasil temuan dari kajian
literatur menyatakan bahwa penyebab perkawinan anak adalah budaya lokal
setempat ((Hikmah & Nurdin, 2018; Latifiani, 2019; Widayati et al., 2021). Tradisi
perjodohan sejak usia dini di pulau Madura adalah salah satu contoh penyebab
terjadinya perkawinan anak (Bawono, 2023).

Faktor agama juga dapat mempengaruhi kebijakan tentang pencegahan
perkawinan anak. Dalam penelitian Judiasih Penetapan Peraturan Daerah Selatan
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak. Perlindungan Anak yang dalam salah satu pasalnya
mencantumkan tentang pencegahan perkawinan di bawah umur. Kendalanya
adalah dari sisi adat istiadat tidak menyetujui adanya kebijakan penghapusan
perkawinan anak karena merasa sudah sesuai hukum Islam dan sudah terjadi
ratusan tahun.

D. Tekanan Keluarga dan Masyarakat
Anggapan masyarakat dalam menentukan usia ideal seseorang itu menikah

terhadap usia yang pantas untuk menikah termasuk penyebab terjadinya
perkawinan anak. Ada anggapan buruk bagi masyarakat yang sudah dalam usia
tersebut namun belum kunjung atau lambat menikah. Masih ada masyarakat yang
menganggap bahwa laki-laki ataupun perempuan yang lambat menikah adalah
mereka yang tidak laku dan menjadi bujang kolot atau menjadi perawan tua. Orang
tua juga berpandangan jika anak perempuan dinikahkan secara dini maka akan
meringankan beban orang tua karena nantinya ada menantu laki-laki yang dapat
membantu menafkahi keluarga. Adanya kebanggaan di masyarakat jika dapat menikahkan
anak di usia muda (kurang dari 16 tahun) juga turut menjadi penyebab pernikahan dini.
Selain itu adanya anggapan di masyarakat bahwa orang tua yang belum dapat menikahkan
anak yang sudah berusia 20 tahun ke atas adalah suatu aib dan menjadi suatu kelemahan
(Hidayatulloh et al., 2018; Qibtiyah, 2014).

Beberapa temuan dalam literatur review menunjukkan bahwa tekanan
keluarga dan masyarakat menjadi salah satu penyebab perkawinan anak. Penelitian



Wahyuningtyas & Nugroho, (2023) menyebutkan bahwa bahwa banyaknya teman
yang sudah menikah di usia dini pada usia tertentu memicu remaja lain untuk
melakukan perkawinan dini. Selain itu faktor sosial dan lingkungan masyarakat
juga dapat mendorong perkawinan anak (Wahyuningtyas & Nugroho, 2023).

E. Ketidaksetaraan Gender
Temuan hasil literatur review menunjukkan bahwa ada anggapan bahwa

anak perempuan adalah beban menjadi penyebab keluarga mengalihkan
tanggungjawab dengan menikahkan anak mereka pada usia dini (Asrul et al., 2021).
Lemahnya posisi anak perempuan tidak dapat menolak perkawinan anak yang
terjadi pada anak perempuan berusia 15-16 tahun di pulau Bawean, Gresik
(Susilo et al., 2021).

Ketidaksetaraan gender ini juga diperkuat oleh persepsi bahwa perempuan
lebih “aman” ketika menikah, dibandingkan ketika lajang (Janicka, 2015). Oleh
karena itu, pernikahan dini dipandang sebagai solusi praktis bagi keluarga untuk
memastikan anak perempuan mereka berada di bawah pengawasan dan tanggung
jawab suami serta pengalihan beban ekonomi (Ali Hamzah et al., 2021; United
Nations Population Fund, 2022).

F. Seks Pranikah

Beberapa temuan hasil literatur review menyatakan bahwa pergaulan bebas
yang berujung pada perilaku seks bebas dan kehamilan tidak diinginkan dapat
mendorong terjadinya perkawinan anak. Perkawinan anak dianggap sebagai solusi
(Masruroh et al., 2021; Susilo et al., 2021). Hasil penelitian Hikmah dan Nurdin
mengungkapkan Faktor penyebab pernikahan dini di kalangan komunitas petani
salah satunya adalah hamil sebelum menikah. Begitu pula menurut Widayati (2021)
Faktor penyebab pernikahan di bawah umur atau perkawinan anak di desa Bulusari,
Bulukamba, Brebes yaitu adalah karena kehamilan di luar nikah (Widayati et al.,
2021). Fenomena pernikahan dini yang terjadi di komunitas Islam di salah satu
dusun Jawa Timur salah satunya adalah alasan agama untuk membentengi remaja
dari perilaku seks bebas dan kehamilan yang tidak diinginkan (Setyanto et al.,
2024).

Rendahnya tingkat pendidikan juga membatasi kemampuan berpikir kritis
dan pengambilan keputusan remaja (Pacheco-Montoya & Murphy-Graham, 2022;
Warner et al., 2014). Termasuk perilaku remaja melakukan seks pranikah yang
berujung kehamilan tidak diinginkan (Natalia, 2021) Para remaja dengan
pengetahuan yang terbatas seringkali tidak mampu secara kritis menilai akibat dari
perkawinan dini. Mereka mungkin melihat pernikahan sebagai jalan keluar yang
cepat dari masalah yang dihadapi, tanpa memikirkan risiko di masa depan seperti
kemungkinan putus sekolah, kesulitan mengakses perekonomian, dan
ketidakstabilan rumah tangga.

G. Lemahnya Implementasi Regulasi Tentang Pencegahan Perkawinan Anak



Program Pendewasaan Usia Perkawinan Kecamatan Lembang telah
menerapkan prinsip Evaluasi Kebijakan, tetapi hasilnya belum optimal dalam
mencegah pernikahan dini. Program Pendewasaan Usia Perkawinan.
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) belum mencapai hasil yang diinginkan,
terbukti dengan masih tingginya jumlah kasus tingginya kasus perkawinan anak
yang terjadi (Engkus, 2023).

Pemberian dispensasi nikah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi
kawin. Pada prinsipnya perkawinan hanya diizinkan kepada pasangan yang telah
memenuhi persyaratan usia. Dalam kondisi tertentu pengadilan dapat memberikan
dispensasi kawin. Pedoman ini memastikan bahwa peradilan dispensasi kawin
yang dilaksanakan menjamin perlindungan hak anak, meningkatkan tanggung
jawab orang tua dalam pencegahan perkawinan anak, menjamin tidak ada paksaan
dalam permohonan dispensasi kawin. Akan tetapi, batas usia seseorang
dikategorikan sebagai anak diatur berbeda-beda dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Seperti dalam penelitian Engkus (2023) implementasi
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di kabupaten Hulu Sungai Utara belum
berjalan dengan baik karena terjadi peningkatan signifikan dalam dispensasi
perkawinan anak (Engkus, 2023).

Kombinasi berbagai faktor yang menjadi penyebab perkawinan anak di
Indonesia tersebut, menjadi pemicu terjadinya perkawinan anak di Indonesia. Hal
ini memerlukan intervensi dari berbagai sektor untuk mengurangi terjadinya

perkawinan anak.

Berdasarkan hasil kajian literatur dapat disimpulkan bahwa perkawinan
anak di Indonesia merupakan fenomena yang disebabkan oleh kombinasi berbagai
faktor sosial, ekonomi, budaya, dan hukum. Faktor ekonomi seperti kemiskinan
dan disparitas pendapatan mendorong keluarga menikahkan anak sebagai solusi
atas tekanan finansial. Rendahnya tingkat pendidikan, baik pada anak maupun
orang tua, memperburuk kondisi tersebut karena minimnya pemahaman tentang
risiko dan dampak perkawinan dini.

Selain itu, nilai sosial dan budaya tradisional yang masih kuat turut
mempertahankan praktik ini. Pada sejumlah daerah, menikah muda dianggap
wajar karena untuk menjaga nama baik keluarga. Ketidaksetaraan gender juga
memainkan peran penting, di mana anak perempuan sering dianggap sebagai
beban ekonomi atau tanggung jawab sosial yang harus segera dialihkan melalui
pernikahan. Pada sisi lain, perilaku seks pranikah dan kehamilan di luar nikah juga



menjadi faktor pemicu yang sering dijadikan alasan untuk melegitimasi
perkawinan dini.

Dari sisi hukum, meskipun pemerintah telah menetapkan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19
tahun, implementasi kebijakan belum optimal. Banyak daerah masih memberikan
dispensasi nikah, menunjukkan bahwa norma hukum belum sepenuhnya sejalan
dengan praktik sosial di masyarakat. Secara keseluruhan, fenomena perkawinan
anak menunjukkan keterkaitan erat antara kemiskinan, pendidikan rendah, budaya
patriarkal, serta lemahnya pelaksanaan regulasi.

Perlu upaya komprehensif lintas sektor untuk menekan angka perkawinan anak di
Indonesia, antara lain melalui peningkatan akses pendidikan bagi anak perempuan,
pemberdayaan ekonomi keluarga, serta penguatan literasi kesehatan reproduksi dan
kesetaraan gender di kalangan remaja. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu
memperkuat penegakan hukum terhadap batas usia perkawinan serta mendorong
perubahan norma sosial melalui keterlibatan tokoh agama dan masyarakat. Pendekatan
berbasis data dan komunitas perlu dikembangkan agar kebijakan pencegahan lebih efektif,
berkelanjutan, dan sesuai dengan konteks sosial budaya lokal.
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